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BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEFTITUSAI{ BI,iPATI HAT,NIAHERA BAR,AT
NOMOR Bt h 1y1'"151 .0 I 2024

TENTANG
TIM PENGAWAS KEARSIPAN II{TERNAL

KABTIPATEN HALNIAHERA BAR..\T'
TAHUN 2024

BUPATI ILA,LMAHER{ BARA.T,
a. bahr.va dalarn rangka mewujudkzm pelalisanaan pengawasan ptlrry-.eienggaraan

kearsipan di Kabupaten Halmahera Barat secala efektif, efisien. terpadu dan
terkoordinasi serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana sesuai
dengan prinsip, kaidah serta standal kaersipan. perlu dilakukan pengawasan secara
kornperensif;

b. bahwa berdasalkan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasionai R.l Nomor 6 Tahrur 2019 yalg
rnengamanatkan bahrva Tirn Pengawas Intemal di bentuk oleh lvlenteri. Kepala,
Kehra. Gubemur. Bupati,/Walikota, Rektor atau Pirnpinan BUMN/BUMD Sesuar

Wilayah Kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf 4dan huruf b,

perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan lntemal
Katrupatel Halurahera Barat Tahun 2024:

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor
23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatara Tingkat il
Dalarn Wilayah Daerah Swatara Tingkat I Maiuku rnenjadi Undang-undang:

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahuni999 tentang Pernbentukan
Provinsi N4aluku Utara, Kabupaien Buru dan Kabupaien iviaiuku Tcngooara Barai;

3. Undang-undang 1\omor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan Kabupaten Halmahera
lJtala" Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Kabupaten
Hahnahera Tirnur dan Kota Tidore Kepulauan cli Provinsi lt{aluku Utala.

4. Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
5. Undang-undang Nomor I T'ahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undmg - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentatg Kealsipan
7. Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negala;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nornor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Peraerintah Nomor 28 Tahua 2012 tentang Pelaksanaan Llnd.ang-Llldarg

Nomor 43 Tahun 2009 tentalg Kearsipan;
[1. Peratwan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tertang Manajernen Pegarvai n"egeri

Sipil:
12. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahn 2017 tentang Pemhinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraal Pemedntah Daerah;
i3. Peraiuran Pernerintah Nomor i5 Tahun 20i7 tentarrg Tunjangan ia'oatan Furigsional

A'siparis;
14. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah:
15. Peraturan Pemerintah Nomor t3 Tahun 2019 tentang l-aporan dan Evaluasi

Penyelenggalaan Pernerintahan Daerah'
16. Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2018 tenta:ig Sistem Pemerintah Berbasis

Eiektronik;
17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah:
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negala dan Reformasi Birokrasi Nomor

679 Tahun 2020 tentang Aplikasi umum Bidang Kearsipan Dinarnis;
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19. Peraturan Kepala arsip Nasional R.l Nornor 7 Tahun 2017 tentang gerakan Nasional
sadal tertb Arsip:

20. Pcraturan Kepala Alsip t'r..asionai RI Nr.rrrrt-rr 9 Tairuir 2018 ierriartg Pedoiirarr

Pemel iharaan Arsip Dinarnis;
2 1 . Peraturan Arsip Nasional R.l Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kear-sipan.

22. Peraturan Arsip Nasional R.i Nornor 4 Tahun 2A2l rcntang Penerapan Sistem
Infonnasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi :

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Ri Nomor 6 tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsrp
Elektronik;

24. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nonror 2 'l-ahun 2021 tentang
Perubahan atas Peratural l)aerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pernbentukau dan

Susunan Peran-ekat Daerah ;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuattgan ltaerah :

26^ Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 tahrn 2A22 tentang
Kedudukan,Susunanorganisasi,Tugas dan Fungsi sefia Tata Kelia Dinas
Perpustakaan Dan Kealsipan Kabupaten Hahnahera Barat:

27. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera barat Nomor I Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hal-rnahera Barat Thaun ,Anggalan 2t)2,1:

28. Peraiuran Bupari Hairnahera Barai r'\'qrrnor 20 iairun 202 1 terriarrg Perutrahan Kedua
atas Peraturan Bupati Hahnahera Balat Nomor l0 fahun 2016 tentang Stmktur
Organi sasi Perangkat Daerah ;

29. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor I Tahun 2024 tentang Peniabaran
Anggaraa Pendapatan dan Belan-ia Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Surat Usulau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Haltnahera Barat Nornor :

140/060iDispekal2024 Perihal : Permohonan dibuatlian SK. Tirn Pengawas Kearsipan
Intemal.

N,fEMLiTUSKAN

N{embentuk Tim Pengaw-as Kear"sipan Interlai Kabupaten F{almahera Balatdelgan
sr.lsunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalzun Lampiran Keputusan ini.
Tirn Pengarvas Kearsipan Intemal setragaimana dirnaksud Diktum Pertarna. metnpunl'ai
tugas :

i. Pengarah
a. l\,lemberikan pengalahan persiapan dan pelaksanaan audit sistem kearsipan intema:
tr. Mengawasi dan mengaralkan pelaksanaan audit sistem kearsipan ilteilal dalarn

bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit sistem kearsipan intemal kepada
Penanggungjawab dan Ketua Tim Pengawas Kearsipan Intemal:

c. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sistem kearsipan intemal sesuai proglain
pe&ga\vasan kearsipan intemal yang telah ditentukan:

d. fulengarahkan pernbahasan Laporan Audit Kearsipan lnter:ral
( LAKr );

e. IVlenyetujui dan menandatangani LAKI.

?,. Penanggung Jawab
a. Memberikan pengarahan persiapan audit sistem kearsipan intelnal bersirma

Pengarah kepada Ketua dan anggota tim / sub tirn pengawas kearsipan internal:
b. Mengikuti pengarahan pelaksanaan audit sistern kearsipan intemal oleh pengarah;
c. N,fengkaji dan menandatangani rencana kerja audit ( RKA ) sitem kearsipan

internal:
d. \.{eiaksanakan supervisi dalarn bentuk konsultasi di dala:n pelaksanaan audit

sistem kearsipan intemal kepada ketua tirn I sub tim pengaw-as kearsipan internal:
e. Mengevaluasi realisasi RKA:
f. h{embuat laporan kernajuan kepada pengarah;
g. Nlelaksanakan pembahasan LAKI;
h \.4enuLei'i dnn rrr.-rrandqtenoani

3. Kefua Tim
a,. lilenyusulr rercana ker'fa audit ( RKA ) sistem kearsipan irrternai:
b. Memimpin dan menkoordinasikan teknis pelaksanaan audit sistem kearsipan

irternal,
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Melaksanakan koordinasi dengan unit telkait;
Menielaskan maksud dan tujuan penga\ryasan kearsipan kepada pejabat yang
bertanggung jawab di obyek pengawasari kearsipari interlai;
Mengkoordinasikan pelaksanaan audit sistem kearsipan internal ;

N,l elak sanakan audit si stem ke arsipan intern al ;

Membuat catatan hasil audit sistem kearsipan internal,
Menyarnpaikan risalah hasil audit setnentara { RHAS ) kepada ob-vek pengawasan:
tuIengolah data hasil audit sistem kearsipan internal.dan:
LlenS,usun konsep laporan audit kearsipan intet'nal ( I-AKI ).

4. Anggota
a. Mengunrpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit sistern kearsipan

interrrat:
b. N,{engumpulkan senlua dokurnen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sisten:

kearsipan internai:
Meneliti kelengkapan data:
N4elaksanakan audit sistem kearsipan intemal,
l!{ernbuat catatan hasil audit sistem kearsipan intenial;
tlfengolah data hasil audit kearsipan intemal:
Men_viapkan konsep laporan audit kealsipan intemal ( L-$lI ).

Dalarn melaksanakan tugasnya Tim Pengarn.as Kearsipan Internal bei'langguag jarvab

kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekletaris Daerah.

Segala bia-va yang tirnbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ili dibebankan pada

Anggalan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Perpustakaan dar:

Kearsipan Kabupaten Halma,he;a Barat.
Keputusan ini mulai berlal<u pada tanggal ditetairkan dengan ketettuan apabiia
dikemudian hari terdapat kekeiiruan dalarn keputusan ini rnaka akan diadakan perubahan

sebagaimanan m esti nya.

d

e.

t.
(}
b.

h.
i.
j

d.

f.
oD.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

BUPATI

Te**uygn: Disampaikan kepada Yth :

1. tulenteri Da,lam ),iegeri di Jakart4
2. Badan Perneriksa Keuangan Perrvakilan h.{aluku Utara di Sofifi,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
,1. Irrspeltur Inspektorat Kab. Hahnahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BI{AD Kab. Hahnairera Barat di iailolo,
6. Yang bersauglrutan untuk diketahui dtur seperlunya.
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TANGGAL 2A A4A(L€T 2024

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERbIAL KABUPATEN HALN,IA}{ERA BARAT
TAHUN 2024

NO NAMA/JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM

I NIKODEIVIiJS DJAILOLA. S Pd.]VlPd PENGARAH

2 MARIANA DATANG, S. Pd.MPd PE},iANIGGUNGJAW,qB

J SAODA DJLIMATI, S.Sos KETLTA TIM

+ NIRIv{AWATI BUAMONA. S.Sos ANGGOTA

5 FONNY NO\TARITA LEFMANUT ANGGOTA

6 MARYATI KALUARA ANCGOTA

1 r\I\TvT AATA\T\TTEi\ L\ I L-1\a\1n r\ l\ t { \i^/:nT Ar\t\li\iU I i\

8 RAHE,L KALIJANDO ANGGOTA

I YUSRI BABA ANGGOTA
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